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Abstrak

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk percepatan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Target PTSL tahun 2017 sebesar 5 juta
sertifikat, tahun 2018 sebesar 7 juta sertifikat, tahun 2019 sebesar 9 juta sertifikat dan
untuk tahun 2020-2025 target tiap tahun sebesar 10-13 juta sertifikat. Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisis perbedaan partisipasi masyarakat dalam program
PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen (Studi Kasus di
Desa Krakal Kecamatan Alian dan Desa Pecarikan Kecamatan Prembun). Penelitian ini
menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data
dilaksanakan dengan observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis
partisipasi masyarakat pada penelitian ini menggunakan teori partisipasi yang
dikemukakan oleh Arnstein, yang membagi tingkatan partisipasi masyarakat menjadi 8
tingkat yaitu: citizen control, delegated power, partnership, placation, consultation,
informing, teraphy dan manipulation. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini
terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa
Krakal dan Desa Pecarikan. Tingkat partisipasi warga Desa Krakal dalam pelaksanaan
PTSL lebih tinggi daripada warga Desa Pecarikan. Faktor yang mempengaruhi tingkat
partisipasi adalah perbedaan respon/tanggapan pada setiap tahapan pelaksanaan PTSL,
perbedaan kesadaran warga untuk mensertifikatkan tanahnya, koordinasi dan
komunikasi antar stakeholder terkait, kendala dalam menggerakkan partisipasi
masyarakat dalam program PTSL. Rekomendasi yang diberikan dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat adalah peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikat
tanah, solusi tentang persepsi negatif masyarakat tentang sertifikat tanah, peningkatan
komunikasi dan koordinasi antar stakeholder serta memperluas ruang publik sebagai
saluran partisipasi masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.

Abstract

Complete Systematic Land Registration (CLSR) is a national program of the
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to accelerate
land registration throughout Indonesia. The CLSR target in 2017 was 5 million
certificates, 7 million certificates in 2018, 9 million certificates in 2019 and for 2020-
2025 the target is 10-13 million certificates every year. The purpose of this study was to
analyze differences in community participation in the CLSR program carried out by the
Land Office of Kebumen Regency (Case Study in Krakal Village, Alian District and
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Pecarikan Village, Prembun District). This research uses a case study approach with
qualitative methods. Data collection was carried out by observation, interviews,
questionnaires and documentation. The analysis of community participation in this
study used the participation theory proposed by Arnstein, which divides the level of
community participation into 8 levels, namely: citizen control, delegated power,
partnership, placation, consultation, informing, therapy and manipulation. The
conclusion obtained in this study is that there are differences in the level of community
participation in the implementation of CLSR in Krakal Village and Pecarikan Village.
The participation level of the residents of Krakal Village in the implementation of CLSR
is higher than that of Pecarikan Village residents. Factors that affect the level of
participation are differences in responses at each stage of CSLR implementation,
differences in people's awareness to certify their land, coordination and communication
between relevant stakeholders, obstacles in mobilizing community participation in the
CSLR program. Recommendations in increasing community participation are
increasing understanding of the importance of land certificates, solving solutions to
negative public perceptions about land certificates, increasing communication and
coordination between stakeholders and expanding public space as a channel for
community participation.

Keywords: community participation, CLSR, Kebumen Regency Land Office.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sangat terkait dengan sumber daya tanah terutama sebagai
penopang ketersediaan pangan, sandang dan papan. Ketersediaan tanah sangat terbatas,
tetapi penggunanya terus bertambah seiring bertambahnya jumlah manusia. Tanah
berfungsi sebagai social asset merupakan sarana pemersatu kehidupan sosial dalam
masyarakat dan capital asset merupakan faktor modal dalam pembangunan. Tanah juga
merupakan benda ekonomi sangat penting, yang sering dijadikan bahan perniagaan dan
objek spekulasi untuk memperoleh keuntungan (Achmad, 2007).

Bertitik tolak dari fungsi-fungsi penting tanah tersebut, maka pemerintah
Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2017 mengadakan percepatan
pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh
wilayah Republik Indonesia termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. PTSL
merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak bagi semua
objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah
desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu
atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Peraturan
Menteri ATR/BPN RI Nomor 6 Tahun 2018).

Menurut pendapat Abdullah (2017), kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia
terus dilakukan walaupun masih menghadapi banyak persoalan antara lain 1) tumpang
tindih peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan yang menyebabkan
tidak jelasnya kewenangan antar instansi 2) penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan
peruntukkannya 3) permasalahan tanah terlantar 3) ketimpangan penguasaan dan
pemilikan tanah yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 4)
kompleksitas dan lambatnya penyelesaian kasus-kasus pertanahan 5) perlindungan
hukum hak atas tanah rakyat termasuk masyarakat hukum adat yang masih lemah. Di
samping kendala-kendala tersebut, jumlah target PTSL yang besar, tidak diimbangi
dengan antusiasme masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya melalui program ini
dengan berbagai alasan.

| Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 20 No.2 Juni 2022



J K Jurnal Ekonomi dan
Hewiransahaan

Attp:/Sefurnat unisviac.id

JEKU (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan)
Volume 22, No. 2, Juni 2022

Pelaksanaan PTSL di lapang membutuhkan kerjasama dengan stakeholder terkait,
tidak hanya dari panitia yang berasal dari Kantor Pertanahan setempat, tetapi juga
kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Akademisi/NGO/Kelompok
Masyarakat serta yang terpenting adalah partisipasi masyarakat sebagai sasaran program
PTSL. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas serta target pendaftaran tanah
melalui PTSL yang tinggi, maka Kementerian ATR/BPN melakukan terobosan strategis
dengan pelibatan masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi di dalam PTSL.
Pelibatan masyarakat dalam PTSL disamping untuk mencapai tujuan, juga merupakan
upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan, dengan melibatkan kearifan lokal dan
kemandirian masyarakat (Ratmono, 2017). Manfaat pelibatan partisipasi masyarakat
dalam sebuah program adalah masyarakat akan semakin siap untuk berperan dan
menambah kepercayaan (trust) serta memperlancar pola komunikasi kepada pemerintah
untuk bekerjasama serta ikut aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang
timbul (Islamy, 2004).

Beberapa penelitian tentang partisipasi masyarakat di dalam PTSL dari fokus
yang berbeda antara lain sebagai berikut: dukungan keberhasilan pemanfaatan kearifan
lokal dalam membangun partisipasi di dalam PTSL, ditunjukkan pada penelitian
program PalLar di Bali. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam program ini
didukung oleh masih kentalnya adat masyarakat Bali, yang berkelompok dalam sistem
banjar. Sistem banjar ini memudahkan satgas PTSL untuk mengajak masyarakat dalam
pengumpulan data baik data fisik maupun data yuridis (Wardani, 2018:59).
Pemanfaatan kearifan lokal juga ditunjukkan dalam program Gemara Sang Tatas di
Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan pada tahun 2019. Gemara Sang Tatas
merupakan gerakan masyarakat dalam pemasangan tanda batas secara serentak
sekaligus pengumpulan data yuridis dalam program PTSL yang dilakukan oleh
masyarakat (Aditya dkk, 2019:187). Pada penelitian tersebut juga didapatkan temuan
lain yaitu solusi terhadap sengketa pertanahan dengan melibatkan wibawa dari tokoh
masyarakat yang tergabung dalam Panitia Desa PTSL (Aditya dkk, 2019:189).

Cara berpartisipasi masyarakat dalam program PTSL di berbagai daerah di
Indonesia juga ditunjukkan oleh penelitian-penelitian sebagai berikut: partisipasi
masyarakat di Kabupaten Ngawi dalam kegiatan PTSL-Partisipasi Masyarakat (PTSL-
PM), dalam penelitian ini pelibatan masyarakat dimulai dari tahapan pemilihan lokasi,
persiapan penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, kegiatan penunjukan batas
tanah objek PTSL-PM dilaksanakan oleh pemilik bidang tanah secara langsung
didampingi kepala dusun selaku pendamping petugas ukur (Nurcahyo dkk, 2019:147).
Penelitian partisipasi masyarakat yang berbasis teknologi dalam pelaksanaan PTSL,
ditunjukkan dalam pelaksanaan aplikasi SIAP di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan,
Kabupaten Bantul. Penerapan aplikasi SIAP di Desa Srimulyo, dalam pelaksanaannya
di lapangan dibentuk kelompok-kelompok masyarakat. Tugas kelompok masyarakat
tersebut adalah mengumpulkan persyaratan PTSL dari masyarakat, melengkapi
kekurangan berkas, mencocokan nama di peta kerja dengan KTP serta melaporkan hasil
ke pemerintah desa (Cahyono dkk, 2020:79).

Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat di dalam program PTSL, ternyata
di temukan berbagai kendala di lapang. Contoh dari hal ini adalah dalam pelaksanaan
PTSL dengan aplikasi SIAP di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten
Bantul, ditemukan kendala adanya Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang kurang

Widodo | Partisipasi Masyarakat Dalam PTSL di Kabupaten Kebumen



menguasai penggunaan teknologi SIAP, masyarakat yang kurang sungguh-sungguh
untuk segera menyelesaikan kekurangan berkas (Cahyono dkk, 2020:87). Penelitian
yang lain yang dilakukan di Kantor Pertanahan Tanjungbalai, Kabupaten Karimun,
Propinsi Kepulauan Riau oleh Sagara dkk. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang
menjadi kendala di lapangan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keadaan
ekonomi dari peserta PTSL di bawah rata-rata sehingga ditemukan penunggakan
pembayaran pajak tanahnya, banyaknya sengketa yang terjadi sehingga banyak waktu
terbuang untuk penyelesaiannya (Sagara dkk, 2019:3).

Penelitian ini bermaksud menganalisis perbedaan tingkat partisipasi masyarakat
dalam program PTSL dikaitkan dengan ketercapaian target pensertifikatannya. Teori
untuk mendefinisikan tingkatan partisipasi masyarakat menggunakan teori yang
dikemukakan oleh Arnstein (1969). Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan
penelitiannya adalah “Bagaimana perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pelaksananaan program PTSL di Desa Krakal Kecamatan Alian dan Desa Pecarikan
Kecamatan Prembun, ditinjau dari tingkat ketercapaian target sertifikat yang
dihasilkan?”’

KAJIAN TEORI

Pengertian partisipasi masyarakat menurut pendapat Ndraha (1990:20) adalah
merupakan kesadaran dalam diri individu yang tergabung di dalam masyarakat untuk
berperan serta secara aktif dalam mewujudkan keberhasilan sebuah program, sesuai
dengan kapasitas masing-masing, tidak mengganggu kepentingan dirinya sendiri dan
tidak disertai dengan keterpaksaan. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat selalu terkait
dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam
berbagai aktivitas yang direncanakan.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup partisipasi adalah partisipasi masyarakat
dalam program pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). Bentuk partisipasi riil masyarakat adalah mendaftarkan tanah yang mereka
miliki melalui program PTSL. Sebagai dasar analisis mengenai tingkat partisipasi
masyarakatnya pada lokasi penelitian, menggunakan teori tingkat partisipasi yang
dikemukakan oleh Arnstein (1969) dalam artikelnya yang berjudul “4 Ladder of Citizen
Participation” yang dimuat dalam Journal of the American Institute of Planners.

Menurut teori tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) ada
delapan tingkatan partisipasi masyarakat yang didasarkan pada seberapa jauh

masyarakat berpartisipasi dalam sebuah program, yaitu: .

1. Citizen control atau kontrol masyarakat, pada tingkatan ini masyarakat sudah
memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengelola secara mandiri sebuah program,
berwenang untuk mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan,
bernegoisasi dengan pihak luar serta langsung berhubungan dengan sumber
pendanaan tanpa melalui perantara pihak ketiga.

2. Delegated power atau pelimpahan kekuasaan, pada tingkatan ini masyarakat diberi
limpahan kewenanangan pemerintah untuk membuat keputusan pada rencana
tertentu, menentukan program yang bermanfaat serta kewenangan bernegoisasi
dengan pemerintah bila terjadi sebuah permasalahan dalam pelaksanaannya.

3. Partnership atau kemitraan, pada tingkatan ini ada pembagian tanggung jawab
antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan serta
penyelesaian masalah. Implementasi atau pelaksanaan program dilaksanakan secara
bersama dalam kedudukan yang setara.

m| Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 20 No.2 Juni 2022



J K Jurnal Ekonomi dan
Hewiransahaan

Attp:/Sefurnat unisviac.id

JEKU (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan)
Volume 22, No. 2, Juni 2022

4. Placation atau perujukan, pada tingkatan ini masyarakat termasuk masyarakat yang
berpenghasilan rendah mulai mempunyai pengaruh kepada pemerintah, ditunjuknya
sebagian masyarakat untuk menjadi anggota suatu badan publik yang mempunyai
akses mempengaruhi keputusan pemerintah.

5. Consultation atau konsultasi, pada tingkatan ini masyarakat diundang untuk berbagi
pendapat melalui pertemuan atau dengar pendapat, walaupun pendapat masyarakat
tersebut belum tentu menjadi jaminan dalam pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh pemerintah.

6. Informing atau pemberian informasi, pada tingkatan ini pemerintah selaku
pemegang kekuasaan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban
masyarakat dalam sebuah kegiatan. Informasi diberikan satu arah dan disampaikan
pada tahapan akhir kegiatan, sehingga tidak ada kekuatan masyarakat untuk
bernegoisasi dan mempengaruhi rencana yang disusun pemerintah.

7. Therapy atau terapi, pada tingkatan ini, pemerintah selaku pemegang kekuasaan
menginginkan perubahan pola pikir masyarakat, dengan berpura-pura
melibatkannya dalam sebuah proposal kegiatan. Pemerintah selaku pemegang
kekuasaan tidak perlu mendapatkan masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan.

8. Manipulation atau manipulasi, pada tingkatan partisipasi yang terendah ini,
pemerintah menginginkan dukungan masyarakat dengan cara memanipulasi
informasi. Pada tingkatan ini, janji pemerintah untuk mengubah kondisi masyarakat
menjadi lebih baik, bisa jadi tidak terealisasikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan
studi kasus, yang didukung pengolahan data secara kuantitatif. Data kualitatif diperoleh
dengan wawancara, sedangkan, data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan
kuesioner. Menurut pendapat Silalahi (2009) pendekatan kualitatif bertujuan
memaparkan data hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan, sehingga penelitian
ini dimaksudkan untuk memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap
kondisi dan fenomena yang terjadi. Menurut Maxwell (2010), penggunaan angka adalah
strategi yang sah dan berharga bagi peneliti kualitatif ketika digunakan sebagai
pelengkap orientasi proses penelitian secara keseluruhan. Dimasukkannya data
kuantitatif tidak secara inheren menjadikan penelitian ini sebagai studi metode
campuran.

Teknik pengumpulan data primer yang terkait dengan pelaksanaan program
PTSL di Desa Krakal Kecamatan Alian dan Desa Pecarikan Kecamatan Prembun
dilaksanakan dengan observasi lapangan. Teknik observasi dilakukan dengan cara
pengamatan langsung di lapangan untuk melihat kondisi empiris partisipasi masyarakat
dalam program PTSL pada lokasi penelitian. Observasi di lapangan sangat penting
dilakukan untuk mendapatkan informasi, pemahaman detail atas objek penelitian.
Teknik pengumpulan data primer yang lain adalah dengan wawancara dengan informan
dan responden sebagai pihak yang memberikan informasi. Penetapan informan yang
diwawancarai oleh peneliti adalah individu yang mampu memberikan informasi tentang
isu atau fenomena yang di teliti. Menurut pendapat Moleong (2007:224) bahwa
informan terdiri dari subjek penelitian yang berkesempatan memberikan informasi,
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sedangkan menurut Amirin (2009) informan adalah seseorang yang dipilih karena
memiliki informasi/data banyak mengenai objek yang sedang diteliti. Responden adalah
orang Yyang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-
pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan ataupun tertulis yang diajukan oleh
peneliti.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 17 orang responden yang
dianggap mewakili untuk memberikan informasi yang terdiri dari Koordinator PTSL
Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Camat lokasi PTSL, Satgas Fisik dan Yuridis,
Kepala Desa Krakal dan Desa Pecarikan serta tokoh masyarakat. Kuesioner disebarkan
kepada responden warga desa Krakal sejumlah 260 orang dan warga desa Pecarikan
sejumlah 135 orang yang mewakili populasi penelitian.

PEMBAHASAN
Hasil pelaksanaan program PTSL di Desa Krakal Kecamatan Alian dan Desa
Pecarikan Kecamatan Prembun di peroleh data sebagai berikut:

Tabel 1: Target dan Realisasi PTSL Desa Krakal dan Desa Pecarikan

Desa Tahun 201§ _ Tahun 2019 ' Tahun 202(_) ' Tahun 202_1 _
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Krakal 500 500 4000 4.000 2.845 2.845 0 0
Pecarikar 1616 264 0 0 0 0 0 0

Dari tabel di atas, diperoleh data Desa Krakal pada PTSL tahun 2018 mendapat
target sejumlah 500 sertifikat dan dapat tercapai 100%, sedangkan Desa Pecarikan
Kecamatan Prembun mendapat target sejumlah 1.616 sertifikat, hanya terealisasi
sejumlah 264 sertifikat atau 16,33%. Pada tahun 2019 Desa Krakal kembali mendapat
target 4000 bidang dalam bentuk PBT (Pemetaan Bidang Tanah) realisasi 100%, tahun
2020 mendapat target 2.847 sertifikat, terealisasi 100%, tahun 2021 kedua desa tidak
dijadikan lokasi PTSL. Berdasarkan evaluasi capaian target tahun 2018 yang rendah dan
dengar pendapat/audensi dengan Kepala Desa Pecarikan, maka Kantor Pertanahan
Kabupaten Kebumen memutuskan Desa Pecarikan Kecamatan Prembun pada tahun
2019, 2020 dan 2021 tidak dijadikan lokasi PTSL. Dari data di atas produk sertifikat
melalui PTSL sampai tahun 2020 adalah Desa Pecarikan Kecamatan Prembun
berjumlah 264 sertifikat (< 20% dari keseluruhan bidang tanah Desa Pecarikan) dan
Desa Krakal Kecamatan Alian berjumlah 3.347 sertifikat (> 90% dari keseluruhan
bidang tanah di Desa Krakal).

Salah satu indikator awal perbedaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program PTSL adalah tingkat kehadiran di dalam penyuluhan atau sosialisasi.
Kehadiran masyarakat dalam sosialisasi atau penyuluhan PTSL, menunjukkan respon
awal masyarakat terhadap sebuah program yang akan di laksanakan. Hal ini seperti
yang disampaikan Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam
wawancara sebagai berikut: “Setiap penyuluhan yang kita laksanakan pada semua
lokasi PTSL, kita selalu sampaikan kepada mereka bahwa PTSL tidak akan jalan kalau
tidak di dukung oleh partisipasi masyarakat” (Wawancara tanggal 13-07-2021).
Perbandingan tingkat kehadiran masyarakat Desa Krakal dan Desa Pecarikan, pada saat
penyuluhan atau sosialisi PTSL dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2: Perbandingan Tingkat Kehadiran Masyarakat Pada Penyuluhan PTSL antara
Desa Krakal dan Desa Pecarikan tahun 2018-2020
(Berdasarkan arsip rekapitulasi kehadiran sosialisasi PTSL desa penelitian)

Desa Krakal Desa Pecarikan
No. Peserta Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
2018 KK 2019 KK 2020 KK 2018 KK

1. Kepala Desa dan 11 824 12 824 11 824 8 303
Perangkat Desa KK KK KK KK

2. BPD 9 9 9 5

3. PNS/BUMN/BUMD 3 6 5 6

4.  LKMD 6 7 5 1

5.  Karang Taruna/Pemuda 5 10 15 4

6. Kepala Dusun 3 3 3 2

7. RWdanRT 38 38 38 6

8.  Aparat Hukum/Linmas 2 2 2 1

9. Masyarakat dan Tokoh 116 128 186 18
Masyarakat

10. Warga desa lain 6 5 10 10
Total Kehadiran 211 220 284 61
Persentase Kehadiran (%) 25,60 26,6 344 20,13

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase kehadiran masyarakat Desa Krakal
dalam penyuluhan atau sosialisasi PTSL cenderung meningkat dari tahun 2018-2020.
Persentase kehadiran warga Desa Krakal di lihat dari jumlah KK juga lebih tinggi dari
Desa Pecarikan. Data ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Desa Krakal,
untuk mensertifikatkan tanahnya cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan wawancara
sebagai berikut:

“Dalam penyuluhan atau sosialisasi, memang tidak semua KK kita undang
karena kapasitas aula balai desa Krakal yang untuk lokasi pertemuan tidak cukup
kalau diundang semua. Jadi kita serahkan undangan ke Kepala Dusun, RW atau RT
untuk mewakilkan warga di wilayahnya, lalu warga yang mewakili tersebut wajib
menyampaikan hasil-hasil kesepakatan musyawarah ke warga lainnya atau
tetangganya. Tetapi kalau berdasarkan pertimbangan tertentu harus diundang, maka
biasanya kita buat shift, penyuluhan pada malam hari pun tetap kita laksanakan”
(Wawancara tanggal 05-07-2021). Tingkat kehadiran warga dalam penyuluhan,
berkebalikan dengan Desa Pecarikan yang persentase kehadirannya rendah. Terkait
dengan hal ini, Kepala Desa Pecarikan, menyampaikan sebagaimana wawancara
sebagai berikut: “Terkait dengan rendahnya tingkat kehadiran pada saat penyuluhan
PTSL, disamping kesadaran warga kami yang masih kurang, minat warga untuk
mensertifikatkan tanahnya juga masih rendah. Mereka beranggapan prosedur sertifikat
berbelit-belit, biaya mahal dan nanti ketika mau diwariskan justru biaya pajaknya
bertambah tinggi. Banyak juga yang beranggapan selama ini tanahnya tidak
disertifikatkan juga tidak ada masalah” (Wawancara tanggal 05-07-2021). Data ini
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Krakal untuk mensertifikatkan
tanahnya cukup tinggi, sedangkan warga Desa Pecarikan masih rendah dan terdapat
persepsi-persepsi negatif tentang pelayanan sertifikat tanah yang perlu mendapatkan
penjelasan lebih mendalam dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.

Di samping analisis data kualitatif, dalam pengolahan data secara kuantitatif hasil
kuesioner, dikaitkan dengan teori tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969), di
dapatkan data sebagaimana tabel berikut:
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TINGKAT PARTISIPASIWARGA DESA KRAKALDAN
DESA PECARIKAN DALAM PELAKSANAANPTSL
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Gambar 1.Tingkat Partisipasi Warga Desa Krakal dan Desa Pecarikan dalam
Pelaksanaan PTSL

Dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden yang memuat pertanyaan
tentang pengambilan keputusan tentang penentuan biaya yang ditanggung oleh peserta
PTSL, musyawarah untuk menentukan kapan akan dilaksanakan pengukuran dan
kegiatan untuk pengumpulan data dukung (KTP,KK,SPPT) dikorelasikan dengan teori
tingkat partisipasi Arnstein (1969) di dapatkan data grafik seperti di atas. Dari grafik
tersebut, secara keseluruhan untuk Desa Krakal didapatkan skor tertinggi pada tingkatan
partnership sebesar 95,79; sedangkan skor tertinggi Desa Pecarikan pada tingkatan
placation sebesar 61. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Krakal mencapai tingkatan
partnership karena dalam hal-hal yang ditanyakan dalam kuesioner, warga desa Krakal
selalu aktif untuk terlibat.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner diadapatkan perbandingan jumlah
jawaban warga masyarakat Desa Krakal dan Desa Pecarikan sebagai berikut:

Pengambilan Keputusan Pelaksanaan  Keterlibatan Masyarakat Dalam Keterlibatan Masyarakat Dalam
PTSL Tahapan Program PTSL Pengumpulan Data Fisik & Yuridis
PTSL

M Desa Krakal s Desa Pecarikan

Gambar 2: Perbandingan Jumlah Jawaban Warga Desa Krakal dan Desa Pecarikan
dalam Pengambilan Keputusan dan Keterlibatan dalam Tahapan PTSL
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Jumlah persentase dari tiga hal di atas yang meliputi pengambilan keputusan
pelaksanaan PTSL, keterlibatan masyarakat dalam tahapan program PTSL serta
keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis, menggambarkan
bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat antara desa Krakal dan Desa
Pecarikan. Pada tahap pengambilan keputusan antara lain mengenai penentuan biaya
yang harus ditanggung oleh pemohon, penentuan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan
PTSL, warga Desa Krakal yang menjawab sering dilibatkan sejumlah 67,69%
(partisipatif), sedangkan warga Desa Pecarikan sejumlah 54% (cukup partisipatif). Hal
ini mengindikasikan bahwa pada tahap awal pelaksanaan PTSL pelibatan masyarakat
Desa Krakal dan Desa Pecarikan cukup baik. Pada tahapan-tahapan program PTSL
selanjutnya, yang dilaksanakan di desa Krakal dan desa Pecarikan, warga desa Krakal
yang menjawab sering dilibatkan sejumlah 59,62% (cukup partisipatif) sedangkan
warga Desa Pecarikan sejumlah 18,52% (sangat tidak partisipatif). Hal ini
mengindikasikan bahwa keterlibatan warga Desa Krakal dalam setiap tahapan PTSL
yang dilaksanakan, lebih baik daripada warga Desa Pecarikan. Pada pelaksanaan
kegiatan di lapang, pada tahap pengumpulan data fisik (misal: hadir dalam pemasangan
patok batas tanah dan pengukuran) maupun pengumpulan data yuridis ( pengumpulan
fotocopi KTP, KK, SPPT) warga Desa Krakal yang menjawab sering terlibat sejumlah
60% (partisipatif) dan warga Desa Pecarikan sejumlah hanya 25,92% (tidak
partisipatif). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lapang yang
meliputi kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis, tingkat partisipasi warga
Desa Krakal lebih tinggi dibanding warga Desa Pecarikan. Secara keseluruhan dari tiga
indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat Desa Krakal lebih
partisipatif dibanding dengan warga Desa Pecarikan.

Dari analisis data di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan masyarakat
untuk berpartisipasi ditentukan apabila peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah mengakomodasikan kepentingan mereka. Tetapi bila masyarakat merasa
bahwa kebijakan atau regulasi tersebut tidak mempengaruhi kepentingannya atau
bahkan bertentangan dengan kepentingannya maka masyarakat akan enggan untuk
berpartisipasi. Warga masyarakat Desa Krakal memiliki kecenderungan bahwa program
PTSL akan mengakomodasikan kepentingan mereka terutama dalam memperoleh
pelayanan sertifikat tanah yang cepat dan murah. Tetapi warga Desa Pecarikan
mempunyai persepsi bahwa program PTSL ini belum menjadi prioritas bagi
kepentingan mereka, bahkan ada kekhawatiran bila tanah disertifikatkan justru pajak
akan bertambah mahal bahkan bila dialihkan akan lebih sulit, sehingga mereka enggan
untuk berpartisipasi dalam PTSL.

Di samping hal tersebut maka faktor komunikasi dan koordinasi antar
stakeholder terkait juga menjadi sangat penting. Hal ini seperti yang disampaikan oleh
Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen sebagai berikut “Faktor
ekstern yang mempengaruhi keberhasilan PTSL adalah koordinasi dan komunikasi
dengan stakeholder, dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat termasuk kepala
desa sebagai penggerak utama partisipasi masyarakatnya” (Wawancara tanggal 05-07-
2021). Hasil analisis data dari wawancara maupun observasi di lapangan, bahwa pola
koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Desa Krakal lebih berhasil daripada
Desa Pecarikan. Keberhasilan dalam koordinasi dan komunikasi terlihat dari tahap awal
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pelaksanaan PTSL mulai dari kehadiran pada penyuluhan, ikut aktif dalam kegiatan
lapangan baik pada saat pengukuran maupun pengumpulan data yuridis.

Ruang untuk partisipasi dalam program PTSL perlu dibuka seluas-luasnya bagi
masyarakat. Implementasi partisipasi masyarakat di lapangan, perlu diwujudkan dengan
langkah-langkah konkrit dalam rangka memaksimalkan partisipasi masyarakat. Ruang
publik atau akses penyaluran aspirasi masyarakat dalam program PTSL harus dibuka
seluas-luasnya mulai dari tahap penyuluhan, penetapan lokasi, pengumpulan data
yuridis dan data fisik, maupun tahapan-tahapan lainnya. Keterbukaan informasi
merupakan faktor yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh
adalah pelibatan masyarakat dalam gerakan pemasangan tanda batas tanah sebelum di
adakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Gerakan pemasangan
tanda batas ini bisa digerakkan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, agar
masyarakat memasang tanda batas pada tanah masing-masing yang ingin diikutkan
dalam program PTSL. Tanda batas yang dipasang di tanah masing-masing pemilik
harus disaksikan dan disetujui oleh tetangga tanah yang berbatasan (asas contradicture
delimitasi). Dengan gerakan ini maka Kantor Pertanahan akan lebih cepat melakukan
tahapan pengukuran serta meminimalisir permasalahan akibat sengketa batas.

Pada lokasi penelitian di Desa Krakal gambaran mengenai hal ini seperti
disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Satgas Fisik PTSL sebagai berikut
“Pemasangan patok batas di Desa Krakal terlihat kompak dan tidak ada permasalahan
yang serius di lapangan, sehingga pengukuran dapat dilaksanakan lebih cepat dan
tepat waktu sesuai perencanaan” (Wawancara tanggal 06-07-2021) sementara kondisi
yang berbeda ditemukan di Desa Pecarikan sebagaimana disampaikan oleh Satgas Fisik
sebagai berikut: “Ketika kita mendampingi petugas ukur untuk pengukuran bidang
tanah, banyak pemohon yang tidak hadir di lapangan, patoknya pun banyak yang
belum terpasang sehingga pengukuran terpaksa di undur. Dengan kondisi ini maka
banyak tahapan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan” (Wawancara tanggal 08-
07-2021).

SIMPULAN
Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam PTSL yang dilaksanakan

di Desa Krakal dan Desa Pecarikan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif yang dilakukan oleh peneliti terdapat
perbedaan tingkat partisipasi warga Desa Krakal dan Desa Pecarikan, Menurut teori
tingkat partisipasi Arstein, tingkat partisipasi warga Desa Krakal pada tingkat
partnership sedangkan warga Desa Pecarikan pada tingkat Placation. Tingkatan
partnership pada partisipasi warga desa Krakal karena dalam pelaksanaan PTSL,
ada pembagian tanggungjawab antara pemerintah dan warga masyarakat dalam
penyusunan rencana kegiatan PTSL yang dilaksanakan di desa, kegiatan lapang
juga dilaksanakan bersama antara pemerintah dan warga desa Krakal. Tingkatan
placation pada partisipasi warga desa Pecarikan karena masukan perencanaan
kegiatan dan kegiatan lapangan program PTSL masih didominasi oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kebumen, keterlibatan warga Desa Pecarikan masih minim.

2. Berdasarkan hasil pengolahan data kualitatif yang dilakukan oleh peneliti, kendala-
kendala yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PTSL pada lokasi penelitian
adalah perbedaan tingkat partisipasi masyarakat di dalam program PTSL.
Perbedaan partisipasi tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam
merespon program PTSL di Desa Krakal lebih baik daripada Desa Pecarikan, faktor
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koordinasi kepala desa dan panitia PTSL dengan stakeholder maupun warga

masyarakat peserta PTSL.

3. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti memandang perlu memberikan
rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

a. Bagi Desa Krakal yang partisipasi masyarakatnya dalam PTSL sudah baik, maka
sebaiknya program PTSL terus dilanjutkan sampai terbentuk desa lengkap.
Masyarakat yang telah memiliki sertifikat hasil PTSL, dihimbau untuk
memanfaatkan sertifikat yang mereka miliki guna keperluan yang sifatnya
produktif dan dapat menambah kesejahteraannya.

b. Bagi Desa Pecarikan yang partisipasi masyarakatnya dalam PTSL belum baik,
diperlukan program penyuluhan yang masif dan terukur, agar masyarakat lebih
memahami tentang manfaat sertifikat, serta meluruskan persepsi-persepsi yang
salah tentang sertifikat. Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat dan panitia
PTSL, dalam melakukan koordinasi dan komunikasi kepada stakeholder dan
masyarakatnya. Termasuk dalam hal ini adalah mencari cara-cara yang inovatif
dalam mengajak partisipasi aktif warganya dalam program PTSL, misalnya
Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam melakukan penyuluhan kepada
masyarakat perlu mengembangkan pola-pola penyuluhan yang lebih kreatif,
misalnya dengan memanfaatkan media budaya/kesenian setempat atau kearifan
lokal, penggunaan media sosial maupun cara inovatif yang lain.
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